PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PEMARON

PERBEKEL PEMARON,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
serta informasi lain yang Dberkaitan dengan
kepentingan publik;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen
yang lengkap akurat, dan faktual serta media sebagai
sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di
lingkungan Pemerintahan Desa PEMARON agar
berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara

d. optimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b, dan c¢ perlu menetapkan
Keputusan Perbekel PEMARON tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa

PEMARON.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubnh dengin
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015  tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kkerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi
Publik Desa.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015
tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menctapkan Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)  Desa PEMARON dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran [ dan lampiran II

Keputusan ini
KEDUA . Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai

tugas:

a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan
Pengamanan Informasi;

b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan
sederhana;

d. Penetapan  Prosedur Operasional penyebarluasan
informasi publik;

e. Pengujian Konsekuensi;

f. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara
pengubahannya;

g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik
yang dapat diakses;

h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemaron
pada tanggal 09 Februari 2026
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PEMARON

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA PEMARON
No JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

1 | Perbekel Atasan PPID

2 | Ketua Badan Permusyawaratan Desa | Tim Pertimbangan

3 | Sekretaris Desa Ketua PPID

4 | Staff Kearsipan Bidang Pelayanan Informasi

5 | Operator Desa Bidang Pengelolaan Informasi

6 | Kepala Seksi Pemerintahan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa
7 | Staf Keuangan Petugas Layanan Informasi

Nl
" PUTYMERTAYASA
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PEMARON

STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA PEMARON

ATASAN PPID
PUTU MERTAYASA
Perbekel
Tim Pertimbangan
GEDE ARTANA
L Ketua BPD
PPID
Gede Fajar Satriawan

Sekretaris Desa

Bidang Pengelolaan

Petugas Layanan
Informasi

Bidang Pelayanan
Informasi

Bidang Pengaduan dan

Informasi Penyelesaian Sengketa
Komang Dody Wiriawan Putu Arya Dedi S Desak Putu Evi Aqustini | Gede Bajra Adnyana
Operator Desa Staf keuangan

Staff Kearsipan Kasi Pemenntahan
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